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DALAM PROSES - Gedung Kantor Perbekel Desa Selal, Kecamatan Klunghung yang
sednngdohxm pmwa pmxrrmn. Snm' ini Mru dl.imluknn mumeapal Fﬂp ruen. Panitia

duga p. Namun dugaan tersebul dibantah,
Semarapura (Bali Pon't) -

Pembangunan gedung Kanﬁor Perbekel Desa Selat, Kecamatan K]unglnmg, mu-
lai di oalkan. Ini menyusul adanya surat pengaduan perihal ketidakberesan
itu 1 Po! ?hmgga membuat jajaran Ditreskrimsus Polda Bali turun
‘mengambil sejumlah berkas untuk proses penyelidikan.

| pembangunan Kantor Perbekel Uesa Selat.

1tu sampai dwehd:kl aparat

pihak desa dan BPD setempat
melakukan sosialisasi kepada
masyarakat. Tahap pertama,
pengadaan tanahnya seluas
tiga are tahun 2015 dan tiga
are lagi tahun 2016. Masing-
masing dibeli seharga Rp 150
juta per are. Sehingga total
pembelian tanah mencapai Rp
900 juta yang bersumber dari
ADD (Alokasi Dana Desa).
Ariawan mengatakan, da-
lam proses ini ada dua tim,
yakni Tim Penaksir Harga
dan Tim Pengadaan Tanah.
Tim Penaksir Harga inilah
yang melakukan proses sur-
vei harga tanah di sekitarnya.
Masalah NJOP tanah berapa,
dia mengaku kurang tahu,
karena itu ranah Tim Penak-

- sir Harga. Sementara proses

jual beli tanah dilakukan di

‘penegak hukum m]akansa]a kantor, tidak pernah di ru-
Kami ambil poaztlfnya saja,” mah penjual, disaksikan oleh
terang Ariawan. tim, perbekel dan BPD.

Dia menyampaikan proses “Bukti-bukti pembelum

pembangunan gedung baru
ini su sejak ta-
hun 2015, Berawal d.an fakta
bahwa gedung saat ini sudah

mdak representatlf Sehingga,

masih ada, dokumen dari
proses pengadaan sampai

pembangunan gedung juga -

ada. Namun sedang dipin-
jam oleh Polda Bali untuk

, pihak Desa Selat tegas membantah seluruh isu miring :

: Cedasa, 22 Daavari 2013
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\ Ke] ari Tunggu HasﬂiPenghltungaﬂ Kerugian

Negara (Bnli Post) -
e]aksaan Negeri (Kejari) Jembrana saat ini masih i
| menunggu penghitungan (audit) kerugian terkait dugaan
kasus korupsi di aalah satu LPD di Kecamatan Melaya. i
Sebelumnya, Kejari embrnpa menerima laporan dan telah .
. melakukan penyelidikan termasuk memanggil saksi-saksi. ‘
' Kasi Pidsus Kejari Jembrana Ivan Praditya Putra, Senin
| (21/1) kemarin mengatakan, mengenai laporan adanya peny- =
_ impangan dana LPD ini pihaknya masih tahap penyelidikan. |
‘ Diakui sejumlah saksi telah dimintai keterangan, namun
- ; saat ini pihaknya masih belum memutuskan dan masih |
| ' menunggu hasil audit independen. Tim sudah mengajukan |
| i sfrmmtaan agar dilakukan audit pengelolaan keuangan.
| LPD tersebut. “Nanti kalau sudah ada hasil audit, kami
nasikan,” tandas Ivan.
~ Diberitakan sebelumnya, adanya laporan dugaan penyim-
panm di salah satu LPD di Kecamatan Melaya ini mencuat
ada akhir tahun lalu. Diduga ada penyimpangan dalam
*mbaga keuangan itu setelah warga setempat sebagai na-
a jolak. Pasalnya warga yang menabungkan uang
dlLPD itu tidak bisa menarik. Dengan alasan tidak ada dana,
~ dan warga hanya dijanjikan saja. Warga khawatir uang itu
ig untuk kepentingan pn %m pengurus.
b'- aﬂtﬂ.rﬂnl tak SR zﬁ ;?3- 4
erujung solusi, &

tersebut berkem-
bang hingga ma
g& laporan ke

: a
dtperkzrnkan
hingga ratu-
san juta rupiah.

(kmb26)

| Edisi @ Sewq, 22 Januqf\_ D_Ufﬁ
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Bali Posl K

V Rapat Karya Panoa Wall Krama dl Besak!h

Provinsi AlokaSIkan Dana Pelaksanaan Rp 3,9 Miliar

1

Bak Pusshrts
PANITIA KARYA RAPAT - Panitia Karya Panca Wali Krama saat melok han rupal persi di ilan Besalil
Selnsa (22/1) kemarin.

ang pelaksanaan Karya Agung Panca Wali Krama dan Sukawati mengatakan, upa-

Batara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih, Rendang, Karang- cara Karya Agung Panca Wali
' asem, Maret mendatang, panitia karya melaksanakanrapat +  &remadan Batara Turun Ka-

‘persiapan di Wantilan Besakih, Selasa (22/1) kemarin. Pertemuan memang rutin dilaksanakan
itu bgkan saja dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha t@- Betaap 10 tahun sekali. Pura

Arﬁl'bna&lkawan 1uga bupati se-Bali, PHDI se-Bah,danundah‘ ~ Besakih ini sejatinya meru-
& oy,  Pakanpurakhahyanganjagat.

al __Mangku Widiartha. - setiap kahnpaben‘kota se-Bali
- Mangku Widiartha ‘me- juga wajib ikut menyukseskan
nambahkan, upacara pe‘l@ksanaankdmml."ﬂalam
% Wallfﬁumamdldanmm at tadi (Selas:

Provinsi Bali Rp 3,9 mili iten sudah menyatakan
Sedangkan kabupa' : ~ siap ygkseskan karya

a _iﬁ'ap menymbut
b Gt S Sel ini
akanﬁﬂakaanakan upacara b bhlangkir. P

Wakil ¢ bernur Bali 1‘833 ni suda

u, awal 6 Febmandzlakaaﬁakan Tjokorda Oka Artha Ardhana karya (na.n)

Edisi . Rabu, 23 Jaquan 2019 l
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penyidik Kejori Buleleng, Selasa (221) kemarin.

Setelah MA ditetapkan sebagai tersangka kasus
pembayaran ganti rugi pembangunan kantor Perbekel Desa
Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, tim penyidik
Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memanggil tersangka
MA. Panggilan ini melengkapi Berita Acara Pemeriksaan

tersangka mengklaim kalau program pembangunan di Desa
Celukan Bawang sesuai UU No. 6 Tahun 2016 tentang
Desa. Bagaimana proses pemeriksaan tersangka MA itu?

HRugl Kantor Ferbekel Cailianse

it b g sl

meriksaan

5 Bab Pomamnlt
JALANI PEMERIKSAAN - Tersangka MA (pegang map) setelah menjalani pemeriksaan di ruang

 dipelajari dan selanjutnya

(BAP). Dari pemeriksaan itu, lewat kuasa hukumnya %

DARI pantauan di gedung Kejari
Buleleng, Singaraja, Selasa (22/1)
kemarin, tersangka MA tiba di
Kejari Buleleng sekitar pukul 09.00
Wita. Tersangka menggunakan
kendaraan pribadi. Dia didampingi
kuasa hukumnya Putu Artha dari
IP Artha Acociate di Gilimanuk.
Setelah sempat mengisi buku tamu
di petugas penjagaan, MA langsung
menjalani pemeriksaan di ruang
Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana
Khusus (Pidsus) Kejari Buleleng 1
Wayan Genip. Tersangka MA men-
jalani pemeriksaan tertutup umum
dari pukul 11.00 Wita kemudian
baru berakhir pukul 15,00 Wita.

Kuasa hukum tersangka MA, I
Putu Artha, mengatakan selama
mendampingi kliennya menjalani

pemeriksaan, penyidik dinilai sudah

 melakukan pemeriksaan sesuai

mekanisme hukum yang ada, Dari
pemeriksaan itu, kliennya dicecar
pertanyaan seputar proses pem-

dapat kelebihan pembayaran dana
dari Rp 295 juta dari dana pemban-
: gedung kantor perbekel yang

dari saksi ahli yang menyebut ter-
g

bayaran ganti rugi sampai proses
Celukan Bawang oleh PT General
" Energi Bali (GEB). Dari keterangan

‘di hadapan penyidik, Artha me- -

nyebut kebijakan yang dijalankan

i 1 sesuai amanat UU No. 6
Tahun 2014 tentang Desa. Terkait
hasil perhitungan saksi ahli yang
menerangkan ada kelebihan dana
pembangunan kantor perbekel,

" Putu Artha menyatakan kelebihan
anggaran itu memang ada. Hanya,

* dia menyebut kelebihannya tidak
" seperti keterangan saksi ahli yang
‘telah dikumpulkan tim penyidik.
Terkait pembayaran dana ganti

rugi yang dibayar melalui reken-

ing pribadi, Putu Artha belum bisa
memberi penjelasan. Dia menye-
butkan belum sempat mempelajari
secara detail kronologi kasus yang
menyerat kliennya itu.

Terkait kelebihan dana itu
‘setelah dipelajari, memang ada

ensi menjadi keru-

menemukan. a

1 kejanggalan kalau
pembangunan gedung kantor itu
tanpa melalui tender seperti proyek
pﬂeﬁntah umumnya, mel 1

gunan
baru sekitar Rp 1 miliar. Kelebihan

Empgt Jam

tetapi limitnya sedikit. Mohon maaf
kronologi detail kasus ini belum

perangkatdesa.

- Putu Artha menambahkan,
pemeriksaan ini baru dilakukan
pertama kali setelah kliennya
ditetapkan sebagai tersangka ka-
sus ini. Itu artinya, pemeriksaan
lanjutan pasti dilakukan. Pihaknya
mengingatkan kliennya agar ko-
operatif mengikuti proses hukum
lanjutan itu. “Kami menjembatani
klien kami agar kooperatif mengi
kuti proses pemeriksaan lanjutan,”

{QEBSDYAN vy THE & L
~ Kasi Pidsus Kejari Buleleng

I Wayan Ganip belum bersedia
memberikan keterangan terkait
‘hasil pemeriksaan tersangka MA.
Keterangan materi pemeriksaan
tersangka MA dijanjikan disam-

. paikan setelah Kepala Kejaksaan

‘Negeri (Kajari) Buleleng Wahyudi
datang dari tugas dinas ke luar kota.

“Pemeriksaan ini setelah yang-
bersangkutan ditetapkan sebagai
tersangka. Seperti apa materi
pemeriksaan tadi, nanti kami sam-
paikan setelah pimpinan datang

- dari tugas dinas di luar kota,”

i diberitakan sebelumnya,

Seperti _
terhitung tanggal 3 Januari 2019 '

lalu, penyidik Kejari Buleleng mene-
tapkan MA sebagai tersangka kasus
pembayaran dana ganti rugi kantor
Perbekel Desa Celukan Bawang.
Penetapan tersangka MA setelah

penyidik mendapatkan keterangan
dm' Al G

sehingga dicurigal ka u pem-
bayarannya terindikasi melanggar
ketentuan. (mud) il

Hal . 8
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mm Daerah (PD) i

Perkecil Celah Pelanggaran Hukum

Kejari Denpasar Lakukan MoU
dengan Tiga PD di Kota Denpasar

' Negeri

Bafi Postlonb 3T
MOU - Wali Kota Dm,pmr Id’a Bagus Rai Dha rmuwunyu
Mantra men, & Mol/

perusahaan daemil di } Kota Denp 4 Keiak.
Negeri Denpasar.

" penanganan
"Hal ini tentu mmlukm ‘dan tata usaha
pendampingan hukum dari m&hhk%n km&?& MI::
w fglm schingga! me&alupemnmmnm
dalam memberikan pelayanan dan ! nkamgm?
hukum paﬂa mﬁmrﬁmn : :
tegasnya. -

\ Edisi
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CILARLAN R TR

Disdukeapil Cairkan 2868 Pe

Tahun 2018

ohonan Sanmnan_l(_ematian

i

s

. . L
WAKIL Bupsti Badung | Ketul Suiass {emnpal dari kensn) memimpén
fapst koordinasi evaluasi berkaitan program bantusn perlindungan
sosial lanjut uskas dan santunan kematian, Senin (24/1), di Ruang Nayaka

Gogana I, Puspem Badung.

: Sdasq, 22 Japuaci 2019
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DENP&SAR, NusaBali

knnfﬁ;smp 127 m dengan me

gadilan Tipikor Denpasar, Selasa

(ke e

ngga an yang diba-
cakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Luh
Heny Fransiska Rahayu dan Windari
Sqr.l, terdakwaseiakuxema Kelompolac

al kepada Pemkab Badung.

ekor sapi dan perbaikan kandang
sapx dengan Rancangan Anggara;;

.‘[-L.i [.\J

: ropas ]B:lktif atas hibah-

Dalam sidang yang dlgelar di Pen-
(22/1), terungkap jika terdakwa asal
Banjar Bedauh, Desa Carangsari,

Petang, Badung ini tidak bisa baca
tulis alias buta huruf. Anghnya, da&g '

ernak Sapi Sari Amerta, mengajukan
p . .
Prop,gsal itu untuk membeli 20

Usaha BPK Rl Perwalilao Provinst Bali

Biaya {R.Mi} Rp 226350 aoﬁ Dalam qualnyg mpfeka sebagu ma yang

pmlan*sai itu, dia juga me 2 an _tercantum di proposal itu tidak pernah
rkas sebagai bukti rapat. damn ‘mengetahui kalau menjadi ansgata:

~ dihadiri sepuluh orang anggota ke- kelompok ternak sapi. '

Iﬁmpok ;ertanggal 30 Januari 2017. Akhirnya, proposal itu disetujui dan

- Ternyata nama mma tersebut fiktif. oleh Pen;kab Badung diberikan dana

sesuai dengan yang diajukan. g
Dalam pengajuannya ha eekar
sapi Rp 9 juta, namun dxhell-ﬁa,p
seharga Rp Riutajutakebawﬂx Sela n.
itu pembangunan kandang sapinya tak
sesuai dengan rencana. Dari dana Rp
200 juta yang dihibahkan oleh Pemkab

‘Badung, yang digunakan hanya Rp

72.650.000. Sedangkan dana sebesar
Rp 127.350.000 sisanya inilah yang
diduga dipakai terdakwa tfnt%uh'ke--

Atas perbuatannya, Gare dida-.
kwa dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal
3 Jo Pasal 18 UU Tipikor. Perbuatan
terdakwa diduga merugikan keuangan
negara sebesar Rp 127.350,000. Atas
dakwaan tersebut, terdakwa melalui
Ketut Dodik Arta Kariawan selaku  pe-
nasihat hukum menyatakan menerima

dakwaan. S rez

pentingan pribadi.

8w e

l Edisi

g
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Perbekel Ashari
.. akan dipanggil
| - kembali oleh
pihak Kejari

Buleleng, untuk
menjalani

‘ pemeriksaan
| i berikutnya.

' SINGARAJA, NusaBali
‘ Perbekel Celukan Bawang,
| Kecamatan Gerokgak, Bule-
leng, Muhammad Ashari, mulai
menjalani pemeriksaan setelah
ditetapkan sebagai tersangka
oleh Kejaksaan Negeri (Ke-
jari) Buleleng. la menyandang
status tersangka kasus dugaan
| tindak pidana korupsi (tipikor)
dana pembangunan Kantor
‘ Desa Celukan Bawang, tahun
2014. Total kerugian negara
‘ ditaksir Rp 295.525.990.
|
|
|

~ Ashari menjalani pemerik-

saan perdana, Selasa (22/1)

di Kejari Buleleng, Jalan Dewi

Sartika Singaraja. la tiba di

Kantor Kejari Buleleng, bersa-

| ma kuasa hukumnya Putu Arta
[ SH, sekitar pukul 10.00 Wita.
‘ Ashari diperiksa hingga pukul

- 15.00 Wita, dengan istirahat

‘ ‘makan siang sejam. Begitu

tiba di Kantor Kejari Buleleng,

- ‘Ashari bersama kuasa huku-

‘ ~mnya, langsung menuju ruang

BPIKRI Perwalilan Vrovinst Bali

(RN R D,

Kepala Seksi (Kasi) Pidana
Khusus (Pidsus) Wayan Genip.
Pemeriksaan berlangsung
“tertutup. A
- Sekitar pukul 12.00 Wita,
Ashari bersama kusas hukum
Putu Arta keluar dari ruang

pemeriksaan. Mereka diberi-
kan waktu untuk beristirahat
sebelum pemeriksaan selan-
jutnya. Kemudian, keduanya
kembali memasuki ruangan
sekitar pukul 13.00 Wita. Seki-
tar pukul 15.00 Wita, Ashari
kemudian diizinkan pulang.
Kasi Pindsus Kejari Bule-
leng Wayan Genip enggan
memberi penjelasan terkait
pemeriksaan tersangka Ashari.
Alasannya, ia belum mendapat
izin dari Kajari Buleleng Wahy-

udi yang tengah berada di
Kejati Bali di Denpasar. “Ya ini
pemeriksaan perdana setelah
ditetapkan sebagai tersangka.
" Nanti biar Pak Kajari saja yang
memberikan penjelasan. Saat
ini beliau sedang di Denpasar.

Diduga Korupsi Dana Pembangunan Kantor Desa Celukan Bawang

- Tersangka Perbekel Diperiksa 3 Jam

r‘ Edisi - Raleu 23 Hanuas 2019

| Hal 4
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Haldﬁ1TolakEksepsi Anggota DéWan\

ovinst Bali

* Dugaan Korupsi Proyek Instalasi Biogas di Nusa Penida

Dengan ditolaknya

nota keberatan
pihak terdakwa,

- majelis hakim ke-
- mudian memer-
‘intahkan JPU un-

tuk melanjutkan .

ara dengan

meng adirkan sak-
si-saksi.

DENPASAR, NusaBali

Majelis hakim Pengadilan
Tipikor Denpasar menolak se-
luruh eksepsi (keberatan atas
dakwaan) dua terdakwa kasus

dugaan korupsi proyek Instalasi.
Biogas di Nusa Penida, Klung-
kung, yaitu anggota DPRD Klung-

kung, Gede Gita Gunawan, 42 dan
PPK (Pejabat Pembuat Komit-
men), | Made Catur Adnyana, 56,
Rabu (23/1). :

TERDAKWA anggota DPRD Klungkung, Gede Gita Gunawan, 42 saat men-
" jalani sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor Denpasar. Rabu (23/1).

- Dalam putusan sela yang
dibacakan hakim, I Wayan Su-
kanila, menyatakan surat da-
kwaan JPU Kejari Klungkung
telah memenuhi syarat formil
dan materiil sesuai ketentuan
Pasal 143 ayat (2) huruf a dan
b KUHP. Hakim juga menolak
nota keberatan (eksepsi) yang
diajukan terdakwa Gede Gita

Gunawan’dan | Made Catur Ad-

nyana yang dibacakan penasehat
h“wya beberapa waktu lalu.
~ “Mengadili, menolak nota
keberatan penasehat hukum
terdakwa Gede Gita Gunawan.
Menyatakan sah surat dakwaan

penuntut umum sebagai dasar

untuk memeriksa, mengadili
dan memutus perkara Tipikor
atas nama terdakwa Gede Gita
Gunawan,” tegas Hakim Sukanila
dalam amar putusannya untuk
terdakwa anggota DPRD Klung-

beratan pihak terdakwa, majelis
hakim kemudian memerintah-
kan JPU untuk melanjutkan

perkara dengan menghadir-

.'r.l'gan.di;totalmya,:nﬁta ke-

L

7 @ NUSABALIREZA

‘ Eclisi

i. Hal

kan saksi-saksi. Namun karena
JPU belum siap menghadirkan
saksi-saksi, maka sidang kem-
bali ditunda pada 30 Januari
_mendatang,

‘Sementara terdakwa lainnya

dalam perkara ini, yaitu Thiarta

Ningsih yang merupakan istri

dari terdakwa Gita Gunawan
akhirnya tidak mengajukan

eksepsi atas dakwaan,"Meski
sudah hadir dalam sidang pasca

melahirkan, namun majelis ha-
kim tidak melakukan penahanan

_dengan alasan kemanusiaan.

- Dalam dakwaan, JPU menye-
‘but kasus ini berawal saat Dinas
BPMPKBPD Klungkung pada

Tahun Anggaran 2014 mendapat

- dana DAK dari Sumber Daya

' 4 x

Energi Terbarukan pada pos ang-
garan belanja barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat
untuk membuat instalasi biogas.

Ketika itu proyek biogas ini
di bawah leading sector Badan
Pemberdayaan Masyarakat,.
Perempuan, Keluarga Berencana
dan Pemerintah Desa (BPMPK-
BPD) Klungkung. ;
- Proyek-tersebut tersebar di

tiga desa di Nusa Penida, yaitu -

Desa Sakti, Desa Klumpu dan
Desa Kutampi Kaler. Dari 40 titik
biogas yang direncanakan hanya
38 titik saja terlaksana, sedang-
kan 2 titik tidak ada..
Padahal per satu unitnya

- proyek tersebut bernilai Rp 22

juta. Akibat perbuatan terdakwa
Catur Adnyana mengakibatkan
terjadinya penyimpangan dalam
pelaksanaan proyek kegiatan
pengadaan belanja barang dan
telah merhperkaya terdakwa
Thiarta Ningsih dan Gede Gita
Gunawan selaku koorporasi CV
Bhuana Raya yang bukan sebagai
pemenang lelang. Total kerugian
Rp 793 juta. & rez
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Komisi X Mmta Gubernur Hlbahkan Aset untuk Kampus Hmdu

Pemprov- Aset di Unhi Iadl Temuan BPK

e e

DENPASAR, NusaBali

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi De-
mokrat Dapil Bali, Putu Supadma Rudana,
mmmGubemur Wayan Kosterswa hibah-

® DOK NUSABALI

Putu Supadma Rudana -

Pemprov Bali sebut.aset tannh sehgs 2,74
hektare yang dipinjamkan ke Unhi ‘menjadi

temuan BPK.
Mieﬂd-lﬂdm I

‘ Ida Bagus Ngurah Arda :

|

|

‘.

| Ldsbl Cwbtﬂ 16 3"“‘““” w'c) - |i
| |
| Hal _ '|-
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Pemkab Gelontor Rp 53

Miliar untuk JKN

untuk didata. Selain itu, Kad'es
hingga Kaling juga aktif mendata
warga yang belum mendapatkan KIS. -

NEGARA - Dihapusnya jaminan
kesehatan Bali Mandara (JKBM) dan
diganti dengan Jaminan kesehatan
nasional (JKN), membuat puluhan
ribu warga Jembrana tidak bisa lagi
menikmati pelayanan kesehatan gratis.
Namun, mereka kini sudah kembali
bisa menikmati layanan kesehatan
gratis di kelas 3 dengan bantuan dari
Pemkab Jembrana.

Untuk warga yang dibantu ikut JKN ini,
Pemkab Jembrana menﬁeipntorkan
anggaran Rp 53 miliar leb
itu digunakan untuk meng-cover

1166.607 orang warga dengan rincian
91.703 merupakan peserta baru, 4.828
‘orang merupakan peralihan dari
peserta JKN KIS kelas dua ke kelas tiga,
dan 3 OOOhasﬂyangdiscmr. sehingga

18T

" mendistribusikan kartu tersebut. -
Sambil mendistribusikan juga dicek
" apakah ada warga yang belum masuk
Kades dan kaling sesegera mungkm IKN mi ungkapnya (nomfhan)

total men;adl 98.983. Sedangkan
sisanya sebanyak 72.531 sudah dicover
- Pemkab Jembrana sejak 2014.

“Ini adalah komitmen Pemkab

Jembrana untuk pelayanan kesehatan
masyarakat,” ujar Wabup Jembrana
I Made Kembang Hartawan, saat

‘menyerahkan kartu JKN KIS di

Gedung Serbaguna Bading Kayu
Pengeragoan dan Gedung Serbaguna
Desa Gumbrih, Sabtu kemarin (19/1).
Kartu yang diserahkan itu yakni
untuk 2.437 orang warga Pengragoan
dan 813 warga Gumrih. Kembang
juga kembali menegaskan agar
- Perbekel dan Kepala Dusun lebih
-aktif dalam mensosialisasikan KIS.

“Saya berharap warga yang belum
kebagian kartu, segera melapor

Han Provinsi
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Kantor Baru Kepala Desa Selat Di-Mark Up?

— "




Radar Bali

(Sambungan)

dasa memben ta:nah tembut seluas

sajalwem luasanlghm ﬁ@ m dmhat '
Ak pas untuk membangun kantor
. aﬁhﬁ kembali lagi -

' . &reslsanya ditahun
!
i
m“nﬁfmmmnmugap hak, l
Nmi mditle ptﬂaw. desa adat dan
dan l:ii-rapa&an, ujamya ,
Adapun pengadaan lahan mulai .

‘dilakukan di tahun 2015, hanya saja  der
lahan untuk membangun kantor bam 1

%ﬂ?ﬂ"“‘ Rl aluia
1an saja ov ’
" berhasil t:[itemu‘fcan,;zii:himy?gl pﬁﬁ menjadi PerbakelgesaSelat. (ayu?i,;g

—— —— B .

Edisi - Colaga 22 Danuar 2013
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Dana Hibah Bupati

Badung Dikorupsi

Bentuk Kelompok
Ternak Sapi Fiktif

DENPASAR - Dana hibahyang
digelontorkan Bupati Badung

I Nyoman Giri Prasta ternyata
tak selalu tepat sasaran. Buk-
tinya I Made Suweca,40, salah

- seorang warga Desa Carangsari, -

Kecamatan Petang, membentuk
kelompok ternak sapi fiktif guna
-mendapat bantuan Rp 200 juta.
Setelah dana cair, Suweca meng-
korupsi uang tersebut.

Akibat perbuatannya itu, Su-
weca menjadi pesakitan di Pen-
gadilan Tipikor Denpasar. Tin-

" dakan korupsi Suweca diawali
mendirikan Kelompok Ternak

~ SapiyangdiberinamaSari Amer-
tapada Maret 2018. Suwecamen-
jabat sebagai ketua kelompok.

“perkara ini berawal dari per-
mohonan bantuan hibah yang
diajukan terdakwa kepada Bupati

- Badung,’ terang Jaksa Penuntut
Umum (JPU) dari Kejaksa‘an

hara). “Belakangan diketahm
bahwa berita acara yang tercan-
tum dalam proposal itu fiktif.
Karena kesepuluh orang yang
tercantum dalam berita aca-
ra itu mengaku tidak pernah
menjadi anggota,” tmng jaksa
sebagaimana dalam dakwaan
: Kandan demikian, pmposal
tetap d dan lolos verifi-
kasi. Namun nilai bantuan yang
direkomendasikan tim verifika-
‘tor dibatasi sebesar Rp 200 juta.
Danaitulaku dicairkan terdakwa
bersama bendahara. Terdakwa
kemu&m membeh bibit sapi
! o, Dalam

. mmmmmw

TEHSENYUH | Made Suweca, ketua kelompok ternak asal Desa
Carangsari, Petang ini disidang di Pengadilan Tipikor Denpasar kemarin.

Negeri Badung, Luh Heny F
Rahayu dan Windari Suli yang
diketuai Hakim Angeliky Handa-
jani Day, kemarin (22/1).

‘Permohonan hibah tersebut
disampaikan dalam bentuk pro-

posal dengan tujuan membeli

bibit sapi untuk éikembangkan
oleh anggota keh)mpok..
uai rancangan anggaran biaya

(RAB)mdzanﬂmndalamw -

uktinya.
N&Whompmmmmtep
saat Bidang Peternakan
Dlm& Pertanian dan Pangan
Badung melakukan evaluasi
pada 7 Agustus 2018. Kondisi sa-

pxwlﬂdﬂks&um denganyang

dilaporkan. Dalamlaporan dise-
butkan 20 ekor namun yang ada
hanya sepuluh ekor. Dari sepu-
Iuh ekor itu, dua saja yang sesuai
RAB dan memenuhi Standard
'Ihkmsmakanb Stan-
dar Nasional Indonesia (SNl}

pandﬂmmnyabmxpaanam
beber jaksa seraya menyebut
dalam kandang juga
ada selisih 8, 5 juta lebih. Pada
laporan habis Rp 20 juta, namun
—— nilai nyata perbaikan kandang
hagy_aﬂp 11,4juta.

posal itu nilainya mencapai Rp
226.850.000.

Proposal tersebut juga diser-
tai dengan berita acara rapat
tertanggal 30 Januari 2017 yang
ditandatangani 13 orang. Tiga di
antaranya berstatus pengurus.,
Mereka antara lain I Made, Su-

~ weca (terdakwa) selaku ketua, [

Waymniasa{sqkmm%dm

Ataspérbuatannya, terdakwa
dij erat dalam dakwaan primer
Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal
/18 UU Tipikor, dan dakwaan
subsider Pasal 3 juncto Pasal

hat hukumnya, I Ketut Dodik
Arta Kariwan, menyatakan tidak
 keberatan. Sidang akan dilan-
jutkan pada tahap pembuktian
dengan agenda pemeriksaan
saksi. (san/yor)

atdlan Provinst 4
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. DEWA AYU PITRI ARISANTIRADAR BALI

SELIDIK: Perbekel Desa Selat Gusti Ngurah Putu Adnyana
saat menunjukkan Kantor Kepala Desa Selat baru, Kecamatan
Klungkung, Senin (21/1).

Ditreskrimsus Garap
Dugaan Mark Up Selat

| . SEMARAPURA- Direktur Reserse Kriminal Khusus
[ (Ditreskrimsus) Polda Bali Kombes Pol Yuliar Kus
! Nugroho menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan
' penyelidikan atau menggarap dugaan mark up harga
pelepasan lahan dan pembangunan Kantor Desa Selat
yang baru. Kini, penyudik di Direktorat Reserse Kriminal
Khusus Polda Bali Kombes tengah memeriksa saksi dan
mengumpulkan bukti. s TAGR
Kepada Jawa Pos Radar Bali Kombes Pol Yuliar Kus
Nugroho menyatakan bahwa pihaknya sementara
melakukan pengembangan untuk mengungkap dugaan
kasus yang dimaksud. “Sementara taraf penyelidikan
oleh Subdit Tipikor. Sudah beberapa saksi yang dimintai
keterangan. Juga beberapa alat bukti. Terkait ini masih
butuh waktu dalam melakukan pengungkapan,” timplnya
tanpa berspekulasi terkait siapa-sapa yang telah di periksa
dan apa bukti-bukti petunjuk yang sudah diamankan.
Sementara itu, sumber lain di lingkungan Ditreskrimpus
Polda Bali menyatakan dalam waktu dekat Kepala Desa
dan perangkat desa yang lain akan dipanggil untuk
dimintai keterangan. “Wakti ini kita sudah ke lokasi. Selain
menginterogasi awal Kepala Desa dan jajaran terkait asal-
usul tanah,” papar sumber, Selasa (22/1). '
Melihat dan mengamankan berkas terkait tanah.
Pelepasan hak dan jual beli tanah yang kini didirikan
kantor desa itu. Sebab di Selat, bukan hanya masalah
tanah, warga Desa Selat tersebut mengungkapkan jika
tender pembangunan kantor baru Kepala Desa Selat
diduga ada penyelewengan hingga ratusan juta. “Sabar ya,
kami masih dalami semua ini,” tuturnya singkat. (dre/rid)

CEdisi : Rab%,23 Jaawari 201 |
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DILIMPAHKAN: Klian Banjar Sarikuning Tulungagung Desa Tukadayn | Dewa Ketut Artavwan (dua dari kir) dan Kiian Banjar Munduk Rant, Desa
fml | Gede Astawa [Ilgl dar! kirf) di Kejari Jembrana, kemarin. &

hukuman paling siﬁgkat_u_' 4

KaSll_S - tahun penjara. “Penahanan
Santunan ; ‘melanjutkan: penahanan
e g Yo s Polres (Jembrana),” kata
Kematian Fiktif Kasipidsus Kejari Jembrana
NEGARA - Penyidik Sa- : “ =
treskrim Polres J}:emb:rana Iv;n :’radjtya e 3
melimpahkan tersangka dan Pl lah meaerima
berkas serta barang bukti kasus p.ellmpahan tersebut,
korupsi santunan kematian pihaknya akan melimpahkan
* kepada Kejaksaan Negeri (Ke- pada pengadilan tindak pidana
jari) Jembrana, Kamis kemarin _ 3T T
(24/1). Dua tersangka yang korupsi (Tipikor) Denpasar,
dilimpahkan tetap menjalani untuk mendapat jadwal sidang,
penahanan di rumah tahanan Tim jaksa penutut umum (JPU)
(Rutan) Kelas 11B Negara. yang akan menjadi penutut

Dua tersangka tersebut,
adalah kepala kewilayahan -
-atau klian banjar dari Desa delapan orang jaksa. Beberapa
Tukadaya Kecamatan Melaya. B RN s
Di antaranya dari Banjar
Sarikuning Tulungagung I
Dewa Ketut Artawan dan
I Gede Astawa. Keduanya
ditetapkan tersangka kasus
korupsi karena terlibat dalam
pengajuan santunan kematian

Kedua tersangka dijerat -

Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 #"k-

tahun 1999, tentang tindak

pidana korupsi dan pasal 3

UU pidana kérupsi junto pasal

55 ayat 1 dan pasal 64 ayat |
1 KUHP, dengan ancaman

dua tersangka, sebanyak

""’“—-"m“m—-u-mﬂw
Edisi  : Jumat, 29 Jaovari gorg
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Negara (Bali Post) -

ini langgung ditahan

1 ool 00 Wi mm
ita, tim pe
dari Tindak Pidana Korupsi
(Tipidkor) Polres Jembrana
telah datang ke Kejari Jem-
brana. Selain menenteng ber-
kas, polisi juga menggiring dua
tersangka oknum kadus, yakni
1 Gede As dari Banjar Munduk
Ranti dan IDKA dari Dusun
Sarikuning Tulungagung, Desa
Tukadaya, Melaya. Mereka
selanjutnya langsung

Kasi Pidsus Kemi'i Jem-
brana Ivan Praditya Putra
membenarkan adanya tahap
I kasus korupsi dana santunan
dengan tersangka dua kadus

|  BERKAS - Penyidik Polres Jembrana menyerahkan berkas dan dua tersangha oknur i[ﬁ, Da}ajﬂ waktu dekat dua
| kadus ke Kejari Jembrana krmm_—m. berkaﬂ untu.k dua temgka

tersebut akan dilimpahkan ke
_ Pengad:lan Tipikor Denpasar.
1 Kejari Jembrana menurutnya

menyiapkan delapan orang
| jaksa penuntut umum"@PU)

| Kasus korupsx yang men-
i jerat oknum dua kadus ini

berkaitan dengan tersangka
| aebelumnya, Indah Suryamng

KeduaTesnk Dllmpahkéﬁ.
Kejari Tunjuk Delapan JPU

n Provinsi

Dua tersangka kasus korupsi dana santunap ke-
[ matian, Kamis (24/1) kemarin dilimpahkan ke Ke-
‘ jaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. Tersangka yang
| merupakan oknum klian banjar di Desa Tukadaya

ﬁﬁn & Ditadbosial.
sudah lebih dulu divonis

4 tahun 6 bulan penjara. Indah
yang berperan memverifikasi
dan memvalidasi dokumen
pengajuan santunan kematian
dari masyarakat bersekongkol
dengan dua oknum kadus ini.
Modusnya membuat pengajuan
seolah-olah ada warga yang

meninggal dunia. =
Setelah nanti dana san-
tunan tersebut cair, maka
hasilnya akan dibagi sesuai
peran mamng-mamng Untuk
apabila Indah

a4 pem
an  yang membuat dokumen fiktif,

maka mendapatkan bagian Rp
1 juta dan kadus menerima
masing-masing Rp 500 ribu.

Namun bila dua kadus tersebut
yang membuat dokumen fiktif,
maka pembagiannya Indah
Rp 800 ribu dan kadus Rp 700
ribu. Program santunan kema-

tian yang merupakan program
Pemkab Jembrana mengang-

garkan Rp 1,5juta untuk setiap

warga meninggal. :
Persekongkolan ini berhasil
meloloskan dana santunan
hingga ratusan berkas. Keru-
gian negara pun mencapai
ratusan juta rupiah. (kmb26)

iﬁqm Jumvct 98 G 0!9-
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Pegawai Perusda
Ngambang

@ AlasanSekda
~ Masih Dinas Luar

Daerah -

NEGARA - Meski sudah
mengadukan masalah pada
Penanaman Modal, Pelayanan

DPRD Jembrana, nasib mantan
pegawai perusda Jembrana
masih belum jelas. Sejumlah
usulan déwan mengenai nasib

‘mantan pegawai perusda

belum ditindaklanjuti. -
Kepala Bagian Perekonomian
dan Pembangunan Sekretariat

Daerah Jembrana Luh .

Ketut Natalis Semaradani
mengatakan, hasil pertemuan
mantan pegawai yang mengadu
kepada Komisi B DPRD
Jembrana 16 Januarilalu, sudah

rwvakdlan Provinsi

“Dewan Panggil Sekda

“Sudah saya sampaikan
kepada Sekda, memang
belum diputuskan,” jelasnya,
dikonfirmasi kemarin (23/1).
Padahal, saat pertemuan
dengan mantan pegawai, Ketua
Komisi B DPRD Jembrana 1
Nyoman Sutengsu Kusumayasa
meminta eksekutif untuk
segera menindaklanjuti,
batas waktunya sepekan
setelah pertemuan harus ada
pertemuan. “Pak Sekda masih

‘dinas luar, jadi belum bisa rapat

dan memutuskan,” terangnya.
Se]umlah usulan dari dewan

Terpadu SatuPintuDanTenaga  disampaikan kepada. Sekda
Kerja ]embrana dan Korm51 B ]embrana- I Made Sudiada
saat itu, masalah utama status

nonjob harus diselesaikan.

Mendesak pemerintah
memerintahkan direktur agar
mencabut surat nonjob yang
telah dikeluarkan. Karena
status nonjob dalam aturan

tidak ada, lebih baik mantan

pegawai ini dirumahkan
dengan kerja bergiliran.
Di samping itu, mendesak
pemerintah memberikan
dana talangan pada Perusda
Jembrana, agar perusahaan
plat merah tersebut bisa
memulai unit usaha baru.

usaha yang bisa menghasilkan

pendapatan besar. Hanya ada
usaha percetakan dan sedot
WC. Dengan usaha tersebut
tidak ada cukup untuk
membayar gaji pegawai,
akhirnya sebanyak 10 pegawai

dinonjobkan sedangkan yang

lain mengundurkan diri.
Perusda Jembrana juga tidak
membayar gaji pegawai selama
delapan bulan tahun 2018 lalu,
dengan nilai total sebesar Rp
300 juta lebih. Meski sudah
tidak ada usaha, pemerintah

kabupaten Jembrana tetap

Ketua I(onnsx B DPRD
Jembrana I Nyoman Sutengsu
Kusumayasa dikonfirmasi
terpisah mengatakan karena
masalah Perusda Jembrana ini

" belum selesai, pihaknya sudah

men;gagendakan pertemuan

SekdaJembrana,
Perusda Jembrana dan pihak
terkait untuk membahas

~masalah ini Senin pekan

depan ; “Undanga,n swdah
disampaikan,” tegasnya.
Seperti diberitakan
sebelumnya. Perusda Jembrana
bangkrut karena tidak ada

mempertahankan Perusda i
Jembrana. Langkah yang akan
diambil antaranya, bantuan
sarana, modal, sehingga bisa
beroperasi lagi. :
Upaya untuk menyelamatkan
perusda tersebut, pemerintah -
kabupaten Jembrana akan
mem-backup penuh usah-
usahayangdilakukan. Misalnya
membutuhkan regulasi, akan

dibuat regulasi secepatnya.

Perusda ditekankan untuk
mencari terobosan untuk
keberlangsungan Perusda.
(bas/han)
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Vi Anggaran Beli Gong

BALI - Dalam memngkatkan
kreativitas seni gémelan
Badung, Dinas Kebuday:
Kabupaten Badung tahl.m
ini menganggarkan bantuan
gong untuk banjar. Setidak-
nya ada lima barung atau
lima set bantuan gong yang
disiapkan dengan nilai ang-
garan Rp 1,6 miliar.

Kepala Dinas Kebudayaan
Badung, Ida Bagus Anom

Bhasma mengatakan, di ta-

~hun 2019 kabupaten Ba-

dung kembali menggelontor-

kan dana untuk gamelan.

Menurutnya, penyerahan
hibah gong merupakan im-
plementasi salah satu bidang
prioritas Pola Pembangunan
Nasional Semesta Berencana
(PPNSB), yakni adat, agama,
seni, dan budaya.

Sehingga sesuai komitmen
Bupati Badung kata dia, un-
tuk menghidupkan banjar
sebagai basis budaya melalui
sarana, salah satunya gong,

"Ini }:an ‘memang keingl_nax_l

Ipasang Rp 1,“6 M

Bapak Bupati. Schingga di

tahun ini kami anggarkan
," ujarnya Senin (21/1).
ejabat asal

tiap tahun Pemkab Badung
menganggarkan bantuan

gong, baleganjur, angklung ;

termasuk gaguntangan. Se
hingga lima tahun ke depan
di Badung tidak ada banjar
yang tidak memiliki gong.

"Dengan adanya bantuan
gong ini, kami berharap ma-
syarakat mengembangkan
budaya dari banjarnya ma-
sing-masing. Karena nanti-
nya setiap banjar sudah me-
miliki gong,” jelasnya.

namun menurutnya lebih
baik memberdayakan perajin
asal Badung,

“Jadi sesuai prinsip Bapak

Edisi

Hal

Desa Taman,
: Abjansemal ini mengatakan,

iyt

bﬂaaaldaﬂmm
taran ekonomi di

it Badung,” jelasnya.
Mengcnainjhisahmnsatu

ae;gpng,Anom@asmame

m‘fSatubanmggongsem
tar Rp 350 juta. Kalau tidak
salah untuk tahun ini, kami

'menganggarkan sekitar Rp

1,6 miliar untuk gong ini,"
jelasnya. ' -
Menurutnya, di Kabupaten
Pemkab Badung membantu
sanggar-sanggar yang ada di
banjar-banjar. Sanggar ini
dibantu agar eksis dan sela-

- lu meningkatkan kreativitas

Setiap tempat kata dia ada
yang dibantu Rp 50 juta hing-
ga Rp 1 miliar. “Bapak Bupa-
ti tak hanya sekadar wacana

memajukan kebudayaan, te-
tapi sudah action. Sehmga
Badung bisa dibilang betul-
betulmglnmemajukansmi.
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*_Ashari Umba

r Senyum di Kejari
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E Kades Celukan Bawang Penuhi Panggilan Kejaksaan E Diperiksa 5 Jam Kasus Tukar Guling Lahan

SINGARAJA, TRIBUN BALI
Muhammad Ashari memenu-
hi panggilan Kejaksaan Ne-
geri Buleleng, Selasa (22/1).
Hampir lima jam diperiksa,
Ashari akhimya keluar, Na-
mun ia enggan berkomentar
dan hanya mengumbar se-
nyum dan bergegas mening-
galkan Kejari Buleleng.

Kuasa hukum tersangka,

I Putu Arta mengatakan, kli+
ennya akan mengikuti proses

| hukum secara kooperatif. la

juga menilai, tindakan yang
dilakukan oleh Ashari te-
lah sesuai dengan undang-
undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa, di mana kepa-
la desa dapat mengambil se-
buah keputusan. :

"Pemanggilan klien kami
ini jelas sebagai tersangka
tidak lebih dan tidak kurang
dari itu. Setelah dikroscek
merj'lang ada limit (sisa dana

'Pemi:angunan kantor baru

Desa Celukan Bawang) lagi
sedikit. Sisa limit itu diguna-
kan untuk apa masih akan
saya rembukkan dulu de-
ngan Badan Pengawas Desa
(BPD)," ujarnya,

Ashari telah ditetapkan
sebagai tersangka sejak 3
Januari lalu oleh Kejari Bu-
leleng. Kendati sudah ber-
status tersangka, ada kete-

rangan yang perlu digali lagi.

Pemeriksaan ini dilakukan
atas perbuatannya yang di-

nilai telah merugikan negara
kurang lebih sebesar Rp 200
juta atas tukar guling lahan
Kantor Desa Celukan Ba-
wang yang terkena relokasi

pembangunan PLTU Celukan '

Bawang.

"Terkait pemanggilan per-
bekel sebagai tersangka itu
hal yang wajar dan rasional
dalam proses pengadilan.

Kami selaku tim penasehat

hukum akan semaksimal
mungkin menjembatani kli-
en saya agar kooperatif pada
kejaksaan setiap dipanggil,"
ujarnya.

Pantauan Tribun Bali, pro-
ses pemeriksaannya berlang-
sung cukup lama, dan tertu-
tup dari awak media. Ashari
tiba di kantor Kejakaan Ne-
geri Buleleng sekitar pukul
10.00 Wita. Ia yang didam-
pingi oleh kuasa hukumnya
langsung menuju ke ruang
Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri
Buleleng.

Hingga memasuki pukul
12.00 Wita, tim.penyidik
mempersilakan Ashari un-
tuk beristirahat. Ia bersama
kuasa hukumnya pun me-
milih untuk rehat sejenak di
kantin Kejari Buleleng, de-
ngan menyeruput secangkir
kopi dan beberapa potong
pisang goreng.

Saat itu, Ashari terlihat

santai. Meski telah berstatus

sebagai tersangka, ia ma-

beberapa menit kemudian,
Ashari bersama kuasa hu-
kumnya kembali menuju ke
ruang Kasi Pidsus Kejari Bu-
leleng untuk melakukan pe-

' Hal yang Wajar

Tribun Bali menanyakan,
apakah tindakan yang dila-
kukan Perbekel Ashari sesu-
ai dengan tuduhan (korupsi)
Kejari Buleleng? Putu Arta
menjawab, "Dasar keputus-
an jelas UU Nomor 6 Tahun
2014, Bagi kami itu hal yang
wajar hanya sebatas masih

'praduga dan diindikasi se-

hingga ke depan akan dimak-
simalkan lagi,".

Seperti diketahui, Ashari
terbukti menerima uang se-
besar Rp 1,2 miliar dari PT
General Energy Bali (GEP)

PLTU Celukan Bawang pada
tahun 2014. Uang itu dibe-
rikan. sebagai bentuk tukar
lahan Kantor Desa
Celukan Bawang yang dulu
berlokasi di Banjar Dinas
Pundukan. Di mana lahan
kantor desa itu terkena re-
lokasi pembangunan PLTU
Celukan Bawang.
Berdasarkan hasil penye-

lidikan, dana Rp 1,2 miliar

itu justru masuk ke rekening
pribadi milik Ashari, bukan

ke rekening milik Pemerin-
tah Desa Celukan Bawang.
Selanjutnya, kantor Desa
pun berpindah tempat dan
dibangun di Banjar Dinas
Celukan Bawang dengan
anggaran sebesar Rp 1 mili-
ar. Pengerjaannya dilakukan
oleh CV Hikmah Lagas, tanpa
melalui proses tender alias

ditunjuk secara pribadi oleh

Muhammad Ashari.
 "Dana itu idealnya kan
masuk ke kas desa. Ternya-

ta masuk ke rekening pribadi
MA (Muhammad Ashari). Pe-
laksana ditunjuk dengan ni-
lai Rp 1 miliar. Tersisa lagi Rp
200 juta yang katanya digu-

200 juta itu dipakai untuk
beli pintu dan lain sebagai-
nya, tapi bukti pembelian
Wayan Genip. (rtu)

Tersangka Dicecar 30Pertanyaan

TERSANGKA, Muhammad Ashari dicecar seki-
tar 30 pertanyaan terkait dugaan korupsi dana
pembangunan Kantor Desa Celukan Bawang.

~ Kejari Buleleng belum melakukan penahanan
terhadap Ashari. Pertimbangannya, tersangka
dinilia cukup kooperiatif. Namun Kejari merasa
perlu melakukan kroscek kembali keterangan
yang diberikan oleh Ashari dengan saksi-saksi

lain yang telah diperiksa sebelumnya.

"Untuk sementara masih belum dilakukan
penahanan. Kami masih akan kroscek lagi de-
ngan keterangan saksi-saksi yang lainnya. Sete-
lah berkas lengkap, ya tidak menutup kemung-
kinan yang bersangkutan (Muhammad Ashari)
akan ditahan,” ungap Kasi Pidsus Kejari Bule-
leng, Wayan Genip. (rtu)
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Kembalikan Uang

® Dalami Kasus Dugaan Korupsi Dana Santunan Kematian

NEGARA, TRIBUN BALI -
I Dewa Ketut Artawan (52),
Klian Banjar Sarikuning Tu-
lungagung, Desa Tukadaya,
Melaya dan 1 Gede Astawa
(48), Klian Banjar Munduk
Ranti Desa Tukadaya, Me-
laya, telah ditahan. Mereka
terjerat kasus dugaan korup-
si dana santunan kematian
dengan modus mencatatkan

orang hidup ke dalam berkas

santunan kematian.

Kasus ini masih dalam
pengembangan. Sebab ada
dugaan keterlibatan apa-
rat desa lainnya. Informasi
yang dihimpun Tribun Bali,
empat aparatur desa yang
diduga terlibat adalah Ke-
pala Lingkungan Kelurahan
Gilimanuk, Kepala Ling-
kungan Asih, Kepala Ling-
kungan Asri, dan Kepala
Lingkungan Jineng Agung.
Mereka masih diperiksa se-
bagai saksi. Selain itu, ada
juga Kaur Pemerintahan

Desa Baluk.

Kasatreskrim Polres Jem-
brana, AKP Yusak Agusti-
nus Sooai menyatakan, em-
pat aparatur desa itu masih
terus diperiksa. "Kasus ini
masih lanjut. Masih kami
periksa,” ujar AKP Yusak
kepada Tribun Bali.

Empat aparatur desa ini
kabarnya dahulu juga ter-
libat kasus korupsi dana
santunan kematian. Na-
mun mereka disebut-sebut
sudah mengembalikan

‘uang yang merugikan ne-

gara ratusan juta rupiah

 tersebut. "Kalau itu nanti

saja menunggu pemeriksa-

an. Nanti ya hasil pemerik- -

saannya," kata dia.

Kasus ini melibatkan ok-
num PNS Dinas Sosial Pem-
kab Jembrana, yakni Indah
Sryaningsih. Indah sudah
divonis empat tahun pada
2018 lalu. Kasus ini terung-
kap pada Maret 2018 lalu,

Korupsi dana santunan

I

kematian ini dimulai pada

tahun 2015, yang meli-
batkan Indah, dua klian
banjar dan empat orang
aparatur desa lainnya.
Namun, empat orang apa-
ratur desa hanya menjadi
saksi karena informasinya
mengembalikan uang itu
kepada negara. Mencuat-
nya kasus dugaan korupsi
tahun 2016 lalu,

Modus kasus yang di-
lakukan Indah dan dua
klian banjar ialah me-
rekayasa data kematian
warga. Keduanya meng-

ajukan kembali data ke-

matian warga yang dulu

sudah pernah mendapat

dana santunan kematian
sehingga terjadi penca-
iran ganda. Bahkan war-
ga yang belum meninggal
pun direkayasa namanya
dalam berkas pengajuan
santunan twsebut.%
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DENPASAR, TRIBUN BALI - Ma-

jelis hakim menolak nota keberatan
(eksepsi) terdakwa anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Klungkung, Gede Gita Gunawan (42)
dan Kabid Pengembangan Kawasan
Pedesaan Klungkung, juga KPA se-
- kaligus PPK, I Made Catur Adnyana
(56). Kedua terdakwa melalui pena-
sihat hukumnya sebelumnya meng-
ajukan nota keberatan, menanggapi
surat dakwaan jaksa dalam perkara
dugaan korupsi proyek energi terba-
rukan, biogas di Nusa Penida tahun

R Pepraaiadon

EksepSI Anggota DPRD Klungkung Dltolak

® Dugaan Korups_l Proyek Blogas di Nusa Penida

sela untuk terdakwa Gede Gita Gu-
nawan. Dalam amar putusan, majelis
hakim pimpinan Wayan Sukanila ter-
lebih dahulu memaparkan sejumlah.
_ pertimbangan, di antaranya, majelis
hakim berpendapat surat dakwaan
a quo telah memenuhi syarat, seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 143
ayat (2) huruf a dan b KUHAP.
“Maka keberatan penasihat hu-
kum terdakwa yang menyatakan
uraian dakwaan tidak cermat, tidak
jelas, dan tidak lengkap adalah tidak
beralasan secara hukum. Keberatan

2014. dari penasihat hukum tidak dapat di-

- Sidang diawali pembacaan putusan  terima,” terang hakim, Rabu (23/1) di
* Pengadilan Tipikor Denpasar.  tidak dapat diterima. |

Dijelaskan, dakwaan Jaksa penun-  “Mengadili, menolak keberatan pe-

tut Umum (JPU) dalam surat dakwa-
annya telah memenuhi ketentuan
Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Sehingga
sah menurut hukum dan pemeriksa-
an perkara ini dapat dilanjutkan.
Juga terhadap keberatan dari pe-
nasihat hukum perlu dilakukan pem-
buktian lebih lanjut dalam pemerik-
saan perkara ini. Menurut majelis
hakim, keberatan penasihat hukum
terdakwa telah memasuki pokok per-
kara dan di luar ketentuan Pasal 156
ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu ha-
rus djkesamphgkan dan dinyatakan

-

nasihat hukum terdakwa Gede Gita
Gunawan. Menyatakan sah surat
dakwaan Penuntut Umum sebagai
dasar untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara tindak pidana

korupsi atas nama terdakwa Gede

Gita Gunawan. Memerintahkan Pe-
nuntut Umum untuk melanjutkan
pemeriksaan perkara ini,” tegas Ha-.
kim Ketua Wayan Sukanila dalam
amar putusan sela.

Putusan yang sama juga dibacakan
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" W Laporkan Dugaan Korupsi APBDes Dauh Puri Kelod |

| iak kal Gel lidik |
Kejaksaan Bakal Gelar Penyelidikan
‘ KASIPENKUM dan Humas Kejati Bali, Edwin kah ada tindak pidana dalam laporan terkait se-
! Beslar membenarkan Kejati Bali menerima la- lisih Silpa 2017 di Desa Dauh Puri Kelod itu.
poran dugaan korupsi di Desa Dauh Puri Ke- “Itu nanti kami lihat, apakah ada indikasi tin-
' lod. Penerimaan laporan dari Pelapor (| Nyoman  dak pidana. Setelah ada indikasi, baru dilanjut- ,
| Mandika) telah direspon Kejati Bali dengan me-  kan dengan penyelidikan. Penyelidikan itu bisa {}
[ layangkan surat pemberitahuan tindak lanjut tertutup atau terbuka. Apakah dengan cara wa- IF
pengaduan. wancara atau dengan cara melayangkan surat 14
| Dari penelitian kejaksaan akan menilai apa- . panggilan,” ucap Edwin. (can) ll
| e S £ 2 8 e i
[ l
| |
| |
|

| Hal




